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. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah salah pajak (PBB-
P2) diterbitkan di Kementerian Keuangan untuk dipungut pemerintah daerah. PBB-P2
sebelumnya adalah pajak bagi daerah pusat kini pada tahun 2014 dilahirkan kembali
sesuai dengan peraturan sebagai pajak daerah kabupaten mempertimbangkan. Penelitian
ini ditujukan agar dapat mengetahui implementasi pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan kendala apa saja yang terjadi dalam
mplementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
pada Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Metode penelitian dalam pembahasan
ini adalah metode penelitian kuantitatif. Sumber data dapat dipergunakan merupakan
data primer dan data sekunder. Beberapa teknik Pengumpulan data yang ada dan
digunakan yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data
yang digunakan adalah dengan menggunakan statistika untuk mendapat kesimpulan.
Hasil dan pembahasan yang dimasukkan dalam penelitian merupakan bahwa secara
umum Implementasi PBB-P2 Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang yang telah. Hal
tersebut di dilaksanakan dengan lancar dan sesuai sebabkan kecamatan dalam
implementasi PBB-P2 sebagai pembantu pemungut PBB-P2 yang ditunjuk untuk
membantu pemerintah daerah. Dalam melaksanakan implementasi pemungutan PBB-
P2 sering ditemui beberapa kendala seperti ketidaksesuaian kepemilikan SPPT tanah
olen masyarakat, pembayaran pajak PBB-P2 tersebut tidak dilaksanakan di tempat
pembayaran dan pemungutan dan Harga NJOP yang berbeda karena disesuaikan dengan
nilai sekarang sehingga harus dibuat data peningkatan persentase.

Kata Kunci : Implementasi Pemungutan PBB-P2, Kuantitatif



1.1.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Untuk menciptakan kemandirian negara atau bangsa perlu dilakukannya
usaha pembiayaan pembangunan untuk kemakmuran suatu bangsa yang
tentunya berasal dari sumber dana dalam negeri. Sumber dana yang pajak
ditempatkan pemerintah menjadi bagian perwujudan dalam meningkatkan daya
dukung masyarakat untuk pembangunan. Oleh karena walaupun partisipasi
pemerintah sangat besar, kedisiplinan dan dedikasi aparatur dalam hal
pengelolaan pembangunan, partisipasi dan dukungan masyarakat diperlukan
agar terjaminnya keberhasilan pembangunan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan
beberapa instrumen yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan dalam
rangka membantu Pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mengembangkan
perekonomian daerah serta menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP. diberikan
tanggung jawab lebih besar pada pemerintah daerah dengan diluaskan basis
pajak dan retribusi , Pemerintah daerah dapat menambahkan jenis pajak baru
yang dapat dipungut, dan Pemerintah diberikan hak atas pemberian diskresi
untuk penetapan atau penentuan tarif maksimum dan minimum pajak tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah jenis pajak
(PBB-P2) baru diterbitkan di Kementerian Keuangan untuk dipungut pemerintah
daerah. PBB-P2 sebelumnya adalah pajak bagi daerah pusat kini pada tahun
2014 dilahirkan kembali.

Pajak merupakan sumber dari penerimaan negara yang dipergunakan
sebagai pembiayaan penyelenggaraan negara yang dilaksanakan demi
pembangunan bagi rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara dan
setiap orang wajib membayar pajak. Karna pada dasarnya pembangunan
nasional indonesia dan peningkatan perekonomian yang layak dilakukan

masyarakat Indonesia bersama dengan Pemerintah. sebab itu, peran serta dari



masyarakat sangat dibutuhkan dan ada peningkatan partisipasinya melalui
peningkatan kesadaran akan

Pemerintah daerah di Kecamatan Ngantang untuk peningkatkan
kesadaran dan partisipasi serta peran masyarakat dalam mengoptimalkan
pembayaran pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan
mengadakan operasi penyuluhan PBB. Kegiatan ini akan meningkatkan
kesadaran masyarakat Kecamatan Ngantang dalam pembayaran pajak, namun
hal itu belum mampu mengingatkan serta memberi peringatan bagi warga yang
ada di Desa.

Hal ini tersebut terjadi pada desa di Kecamatan Ngantang bahwa masih
banyak warga yang belum disadari akan pentingnya pembayaran pajak. Padahal
telah dijelaskan diatas bahwa pajak merupakan salah satu fondasi untuk
pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan dan untuk kelancaran
penyelenggaraan kegiatan daerah. Kesadaran yang masih rendah pada
masyarakat tentu didasari akan adanya beberapa kendala atau hambatan yang
menyebabkan macetnya pembayaran pajak di Kecamatan Ngantang.

Didasarkan dari latar belang diatas maka peneliti melakukan penelitian
dengan judul * Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kecamatan Ngantang
Kabupaten Malang”

1.2. Rumusan Masalah
1 Bagaimana implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Ngantang, Kabupaten
Malang?
2 Bagaimana kendala-kendala pemerintah kecamatan dalam implementasi
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2) di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang?
1.3.Tujuan Penelitian
1. Agar dapat diketahui implementasi atau penerapan pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan Predesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan

Ngantang Kabupaten Malang.



2. Agar dapat diketahui hal-hal yang menyebabkan hambatan sebagai upaya
implementasi atau penerapan pemungutan PBB-P2 oleh pemerintah

daerah Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

1.4. Manfaat Penelitian
untuk Peneliti
agar dapat menambah pengetahuan serta pemahaman dalam hal
mengenai implementasi  pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Ngantang Kabupaten
Malang.

1. Untuk Pemerintah daerah di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang
Menjadi bahan pertimbangan pemikiran dan pengambilan keputusan
bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijaksanaan dalam upaya
peningkatan ekonomi daerah

2. Untuk Peneliti selanjutnya
untuk bahan yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti
berikutnya mengenai Implementasi pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

3. Bagi Pembaca
Digunakan untuk bahan refensi dan sumber yang dijadikan informasi
dalam mendalami masalah Implementasi atau penerapan pemungutan

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
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